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BUPATI GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah
satu unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan  daerah,
sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung  penyelenggaraan  Otonomi
Daerah;

b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang
Milik. Daerah, periu  dilakukan penataan
administrasi pengelolaan secara profesional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81
Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang = Milik
Negara/Daerah, ketentuan mengenai
pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam
Peraturan Daerah;



viengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf 2, b, dan c di atas, maka
dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. 1T di
Qulawesi  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
{ndonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lemb

aran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890},

4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korup

si, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1999 Nomot 75,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47,
2

ara :
Indonesia Nomor 4286); ® Republik

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbencliaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahf:ln Lembaran Negara Re“ublilé
Indonesia Nomor 4355); i

7. Undang-TIndang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undanga_n {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran N : .
4389); an Negara Republik Indonesia Nomor

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangaﬁ antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintashan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nom
1 or 46 Tahun 1971
t]S,{ltang Ife.njualan Kendaraan Perorangan
inas _Mihk Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59
Tambah‘an . Lembaran  Negara Rt:publilé
Indonesia Nomor 2967),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tafnuny
tentang Rumah Negara (Lembaran Nelggfz:
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69
Tambah_am Lembaran Negara Republil;
h}donema Nomor 3573) sebagaimana telah
du;bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
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tentang Rumah Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4073);

12. Peraturan Pemerintah Nemor 24 Tahun 2005
tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negatra
Republik Indonesia Nomor 4503);

_ 13. Peratutan Pemerintah Nomor 535 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah Kepaca Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan ILembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Tahun 20035
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah

r

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuz

7005 WNomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik
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Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebariuasan Peraturan Perundang-
undangan; '

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun. 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974
tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982
ientang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan
Penetapan Status Rumah Negeri;

22. Keputusan Presiden ‘Nomor 42 Tahun™ 2002
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

Dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:

etapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA  TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Paszal 1
m Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Gowa.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa.
Bupati adalah Bupati Gowa. .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gowa.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
selaku Koordinator Pengelola Barang Milik Daerah. \
Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah (SKPKD)
adaiah Sataan Kerja Pengelola Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Gowa. . .
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat”
'SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten
Gowa selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program. : ‘
Baranfrf Iv})ilik Daerzh adalah semua barang ntilik Pemerintah
Kabupaten Gowa yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10.

1.

12.

3.

14,

i5.

16.

17.

18.

Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab mernetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelclaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan
dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi
perencanaan,  penentuan,  kebutvhan, penganggaran,
standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status
hukum/penilaian serta penatausahaannya,

Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut
pembentu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab
mengkocrdinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
Pengguna Barang adalah Pejebat Pemegang Kewenangan
Penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserali
tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan
barang. '

Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi
tugas untuk mengutus Barang Milik Daerab, menerima,
menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam
pemakaian, B

Rumah Daerah milik Kabupaten Gowa adalah rumah yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang
ditempati oieh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Gowa yang ditetapkan,

Standarisasi Harga Barang adalah Pembakuan Harga Barang
menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya.

. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian

kebutuhan Barang Milik Daersh untuk menghubungkan
kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang
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perjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan
latang.
Penengtuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untulf
merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai
pedoman dalam melaksanakan pemepuban kebutuhan
dan/atau pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dituangkan
dalam anggaran,
Penganggaran adalah  kegiatan atau tinda%c{m untuk
merumuskan penentuan kebutuhan Barang Milik Daerah
dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pem.enuhan
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan atau Pemeliharaan
Barang Milik Daerah.
Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukap pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam
gudang atau ruang penyimpanan lainnya. N
Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman
Barang Milik Daerah dari gudang atau tempat lam yang
ditunjuk ke Satuan Kerja/Unit Kerja pemakai.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pengguna/kuasa  pengguna  dalam  mengelola  dan
menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )
ang bersangkutan.
%elfanfaatangkgdalah pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah { SKPD ),dalam
bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemaz}faatan, banguh,,
guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah
status kepemilikan. .
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dﬂakuka}n
agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan ba1}<
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

28.

29.

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian
dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik,
administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Daersh dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya.

30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang

31

32,

33.

34,

3s.

36.

Milik Dagrah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan
cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan dan sebagai penyertaan
modal Pemerintah Kabupaten Gowa.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
caerah dari daftar barang dengan menertibkan surat
keputusan dasi pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna dan /atau pengelola dari
tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang
beradz dalam perguasaannya.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan vang
tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelola barang. -
Ketjasama pemanfaatan adalahi pendayagunaan batang milik
dacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka  peningkatan  penerimaan  daerah  bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk vang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan
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,emerintah daerah, antar per.nerinta]:} daerah, atauenaéiﬁz
semerintah daerah dengan pihak lain, dengan ) 1rcnuI e
senggantian dalam bentak barang, sekurang

’ - . - 0. B
éearxllggat?nngﬁilzeg:fain ;dalah pemanfaatan barang milik gjﬁi
berupa tanah oleh pihak lain_ dengan card m}czzmudian
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,

dengan menggunakan metode/teknis tertentu  untuk
memperoleh nilai Barang Milik Daerah.

44. Daftar Barang Pengguna selanjutnya disingkat dengan DBP
adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh
masing-masing pengguna barang,

45, Daftar Barang Kuasa Pengguna vang selanjutnya disingkat

. DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki
:dayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu % oleh masing-masing lguas%z pengguna, e
d‘ﬁaytﬁ ang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 46. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah
tlferzgali y’canah beserta bangunan dﬂn]zlt?tlxll sarana berikut | yang dlipmf'lgunakan hanya untuk dlf*Bpentinkgan daciinas, terdiri
ili telah berakhirnya jangka waxtu. e : atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas
gﬁiﬁng:rz; (ziuna. adalah pemanfaatan barang milik d_a?mh i operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas
leh pihak lain dengan card mendirikan ' khusus/lapangan.
bemgp}ananmdaal;]j c‘:Em saﬂana berikut fasilitasnya, dan setelah . 47. Kendaraan perorangan dinas disesuaikan dan dipsrgunakan
ba? i embaﬁgunannya diserahkan untuk didayagunakan | untuk Pejabat Negara.
selz ?falﬂfak 1ain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 48. Kendaraan: dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dapat
gi:epgkati o taxi pemerintah . disidiakan dgn cllipergunakan u{:tuk Pkegiatan g};gioé:i
. . i ili arang dari pe ' rkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan
" Hlbaf iﬂﬂilﬁp%ﬁﬁ%%&iﬁﬁiﬁaﬂ Pegmeﬁntah daerah_ : ' I;Zjabat Eselon II, Efelon III dan Esaegion v .p
I}iusidz; ;I;merintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dlm;l 49, Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan
- .ntah daerah kepada pihak lain tanpa memperole dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan
pzlggnanﬁan. - | dan pelayanan umum, diperuntukkan bagi pegawai yang
0 11:;e:nyer’cah:«u:l Modal Pemerintah Daerah adal:lh pb;r%lpakan menja%lankan tugas-tugas khusus/lapangan serta kendaraan
' 3t milik daerah yang semula I X - antar jemput pegawai, |
kepemilika bargndﬁk dipisahkan menjadi kekayaan yang di 50. Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah
O ean Yat?]i diperhitungkan sebagai modal/saham daeralh adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
pisahian v Ml Badan Usaha Milik Daerah : dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan
pada Badan Usaha Milik Negara, - 1 : stand;risasi _ . g yang me
ukum lainnya. e . :
atau Badan huk -Y aian kegiatan yang meliputl 3 51. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga baran
1. Penatausahaan adalab rangk ik : ¢
; 'p:mbukuan inventarisasi, dan pelapolraalil Barang Mi ' sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 ( satu) periode
o berlaku. : tertentu.
ah sesuai dengan ketentuan yang
42 gileeftarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penda;&aiaiﬁ;
' pencatatan dan pelaporan hasil pendatean Barang
Daerah. . 1t an
oy . kegiatan penelitian yang
43. Penilaian adalah suate PrOSE biektif dan relevan
selelaif didasarkan pada data/fakta yang 00] 10 ,




BABII d. Pemegang Barang/Bendaharawan Barang;

: ARAN K DAERAH e. Pengurus Barang,

JABAT PENGELOLA B G MIL (4) Sekretaris Daeral: sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.

3 Pasal 2dﬂa1r o secara terpisah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
olaan Barang Mﬂﬂc‘I.Jaerah wsan . g berwenang dan bertanggung jawab :
ngelolaan Barang Milik Negara. a. menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan

Barang Milik Daerah;
Pasai 3 b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik
. Daerah;

upati mengatur Peng.el.olaan Barang Milik Daera}:.l. Ketentuan ¢. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/
ancatatan Bal'aélai Mlhéc Daerah dilakukan sesual k€ perawatan Barang Milik Dacrah;
srafuran perundang-unaangarn.

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah

14 disetujui oleh Bupaii atau DPRD;
Pasa . ) k . N I . .
upati sebagai pemegang kekuasaan pengelol‘aan barang © Ei:nk;k ﬁ?ﬁk%oged;:hafl dalam pelaksanaan Inventarisasi
jlik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ~ | f. melakukan pengawasan dan pengendalian  atas
embinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daer%lill.{ Pengelolaan Barang Milik Daerah. o
jupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang mi : (6) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerall sebagai
laerah mempunyai wewenang: lik daerah: Peribantu Pengelcla Barang (PPB) bertanggungjawab
. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milix ¢a . : mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik
y. menetapkan penggunaan, =~ pemanfaatan, @ : Daerah yang ada pada SKPD.

pemindahtanganantanah dan bangunan;, ik daeral: : (7) Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerzh,
>. menetapkan keb‘jljakan}’eé‘a%ﬁanan ball;zlrlagn?xmhk dacrah : berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang
i. mengajukan usul pPenu ganan )

Milik Daerah di lingkungan SKPD masing-masing,
Pengurus/bendahara barang bertugas menerima, memeriksa,
menyimpai, dan mengeluarka_n Serta mengurus pemakaian.

ane memerlukan persctujuan DPRD; : ®

e. fnefyemjui usul pemindahtanganan dan penghapusan.
barang milik daerah sesuai batas kewepangannys; o

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain

tanah dan/atau bangunan. barang milik Pasai 5 _
Bupati dalam rangka pelak.sanaal_l Peﬂgeiolllafm arang Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sesuai tugas dan
dacrah sesusl deng:;ll ﬁllna%csumya dl?ailtuo o fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan
; engelola; .
}a). g:ﬁi;ntz DPzirgel(;Z BargnggMilik Daerah adalah Kepala Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

SKPKD selaku pembantu pengelola;
c. Kepala SKPD selaku pengguna;




BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6 . . ‘
mbantu Pengelola Barang Milik Daerzh dibantu Unit Kerja
kait menyusun: _ ' .
i;?an?ar s?rana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah;

isasi harga. : .
aitgnagz:si sebagaimana dimsksud pada ayat (D) il;atu{
ngan Peraturan Bupati sesuai perattran perundang
idangan.

Pasal 7 +ion Borang MUk
Rencana Kebutuhan Barang
3ng:%101a( RKBmerIl)y)usgnan Rencana Kebutuhan‘ Pen_:ehharaan
::ng Milik Daerah (RKPBD) vang dISBI‘i‘:E.ID cllgﬁzi
cana kebutuhan anggaran yang dihimpun d'an 0 en
-elrzlksanaan Anggaran (DPAj Satuan Kerja Perax;,lcgil o
)ilerah sebagai Bahan Perkiraan Pengadaan Barang
b . Barang Milik Dacrab
' Rencana Kebutuhan Bar ra
ReanBgl;ngzn Rencana Kebutuhan P;m:i(magaa;la%:rzi thl;;{
(RKPBD) sebagaimana dimaxsu 1 \
3): er:cliloman pada  Standarisasi Kebu@anfss"arariﬁ ;i:;'
’r;garana Kerja Pemerintahan Daerah dan Stan
3{:553 APBD ditetapkan, Bupati menyus:im g?ﬂ"t:rr
’ butuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan
ézb?mﬂlan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD).
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Pasal 8
Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pengganggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/dan terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel,

Pasal 10 _

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan iasa dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan
pengadaan barangfjasa dan pemeliharaan kepada Pengelola
dan/atan SKPD dengan Keputusan Bupati. ‘

(3) Pengguna barang menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa internal dan pengelola barang menetapkan Panitia
Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Daerah yang bersifat
keseluruhan. :

(4) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. ,

Pasal 11

(1) Dalam hal pengadaan barang vang bersifat khusus dan
menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dapat
dilaksanakan oleh Pengelola dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pengadaan melalui Panitia Pengadaan Barang Milik Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati,

15



melimpahkan pengadaan barang

’ 1ol dapat : ‘ .
:‘gaggeglsana dirlzlaksud pada ayat (1) yang diatur lebih lanjut

lengan Keputusan Bupati.

' Pasal 12
adaan barang dapat dilaksanakan dengan cara

i membuat sendiri dan

pembelian, pemborongan pekerjaarn,

iola. . . ,
%v;;l;ztioaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakatkan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Pemerintah Daerall yang ditetapkan dengan Keputusan
Igi;%aél selaku Unit teknis diberi kewenangan ~ﬁb$§u§
"Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dengan meliba:
teknis pada unit kerjanya selaku pengguna barang.

Pasal 13 ‘
il Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pﬁsaia;;lbi;g%
; ai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kep da B pati
21:{111 Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Peng |

au Dokumen Kepemilikan yang sah.

Pasal 14 ‘
1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil

Pengacas (DHP)‘daan sebagaimaiia dimaksud pada ayat (1)

i I il penga :
2 ]czigﬁuiralizzl uitul% lampiran perhitungan APBD tahun yang

bersangkutan.

ipaie uhan kewajiban
i an
i Barang dan Jasa dari pemen
@ P}E’T’frxlzl?m Ia{a;iga ke%ada Pemerintah Daerah‘ ‘berdasarkan
erjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perliz;{:
lxjwaj ib diserahkan kepada Bupati melalui Pengeloia.

(2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari
masyarakat atau pemerintah menjadi Barang Milik Daerah,

(3) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau,
dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Penerimaan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan disertai dengan  dokumen
kepemilikan/penguasaan yang sah.

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicatat dalam Daftar Inventerisasi Barang Milik
Daerah.

(6) Tata cara pelaksanaan penerimaan barang dari Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) termasuk pemenuban kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pibak ketiga/pengembang untuk
menyerahkan fasilitas sosial/utilitas umum,

(2) Dalam hal pengembang' tidak diketahui keberadaannya,
dibentuk panitia pencatat/penelitian terhadap aset fasilitas
sosial/fasilitas umum yang berada di perumahan tersebut.

+ (3) Hasil dari pencatatan/penelitieh sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pencatatan dan
Penelitian yang kemudian dicatat sebagai aset milik
Pemerintah Daerah.
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BAB IV
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

) Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang be.rgerak
diterima oleh Pengurus Barang atau Pejabat/Pegawal yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD. o

Y Pengurus barang atau pejabat/pegawai  yang dxtunjulf
melakukan tugas pencatatan barang milik daerah sesual
peraturan perundang-undangan.

}) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus .B.arang‘
bertanggung jawab ates terlaksananya tertib a@mwﬁas1
perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). |

%) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

1) Penerimaan barang bergerak dan tidak bergerak balk barang
dan jasa dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejal?at yang
ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui
Pengelola untuk ditetapkan penggunanya. .

2) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana d1maks.vfd
pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Pamitia
Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBD) Pemerintah Daerah
setelah diteliti dan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang ,
Intern.

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang,
dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. '

(4) Panitia Pemeriksa Barang Intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang.
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Pasal 19

(1) Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas
memeriksa barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK)
dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
divergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada
Pengguna Anggaran. '

Pasal 20
(1) Pengeluaran/penyaluran Barang Milik Daerah oleh Pengurus
barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran
Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai
dengan berita acara serah ierima dari Atasan langsung yang
ditanjuk oleh Pengguna Barang.
(2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja waiib
melaporkan stok atau sisa barang kepada Bupati melalui
Pengelola.

BABV
PENGGUNAAN

Pasal 21

© (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan déngan

Keputusan Bupati.

(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerzh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang
ada dan yang diterima SKPD kepada Pengelola Barang
diseriai dengan usul penggunaan;

19



5, Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan
mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati
untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 22

ng Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya
k penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk
erasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan
yanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang

anglkutan.

Pasal 23

Pene:iapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan pahwa tanah dan/atau bangunan
tersebut diperfukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang yang bersangkutan.
Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Rarang wajib
menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dlglmakasf}
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui

Pengelola Barang.

Pasal 24

Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan
tangh dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk .
menyelenggarakan tfugas pokok dan fungsi
bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
Tansh dan/atau bangunan yang tidak digunaken sesuai tugas

pokok dan fungsi
penggunaannya.

SKPD dicabut penetapan

instansi

status
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BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 25

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan,selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan
untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan
persetujuan pengelola.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak dipergunakan untuk - menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan
Bupati.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak dipergunakan wuntuk menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fumgsi SKPD,
dilaksanakan olsh pengguna setelsh mendapat persetujuan
pengeiola.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan
daerah dan kepentingan umum.

Bagfan Kedua .
Rentuk Penianfaatan

Pasal 26
Bentuk ~bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa :

(1) Pinjam Pakai.

(2) Penyewaan,

(3) Kerjasama pemanfaatan, dan

(4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
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Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 27

(1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan
maupun  sclain  tanah  dan/atau  bangunan  dapat
dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

(2) Pinjam pzkai Barang milik Daerah dilaksanakan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemeriniah Daerah atau ardar
Pemerintah Daerah.

(3) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang

- sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan
jangka waktu;
. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat
Penyewaan
Pasal 28

(1) Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak -

bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang
menguntungkan daerah. :

(2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status
kepemilikan barang daerah..

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
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(5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-
menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
a. pihak-pihak yang terikat dalam petjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka
waktu;
¢. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka wakfu penyewaan;
d. persyaratan lain yang dianggap periu.
(6) Barang Milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak
dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
(7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6)
ditetapkan dengan Peratuxan Daerah.
(8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kelima
Kerjusama Pemanfaatan
- Pasal 29

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik

daerah;
b. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan

dengan bentuk: ' :

a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah
dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna
Barang kepada Bupati;

b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tansh dan/atau
bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;

¢. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
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Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.

Fasal 31

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah

dilaksanskan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
memenuhi biaya operasional / pemeliharaan/ perbaikan
yang diperiukan terhadap barang milik daerah dimaksud;

b. miftra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang
bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

¢. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi
tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama
jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

e. bessran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat
-persetujuan Pengelola Barang.

) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
kerjasama pemanfastan tidak dapat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan
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barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan.

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga
p}Jluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang,.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dar Bangun Serak Guna

Pasal 32

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik
Daerah dapat dilaksanakan  dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemerintah Daersh memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah  untuk
kepentingan pelayanan umum dan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;

b. tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang
telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;

¢. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,

3 B'angun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
dengan mengikutsertakan Pengguna.Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

Perfetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil
dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.



Pasal 34

Serah Guna

ancka waktu Bangun Guna Serah dan Bangt_m L Gu

lali%g Jama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian

litandatangani. _

’lenetapangmitra Bangun Guna Serah dar mitra Be.mgun Serah

Juna dilaksanakan melalui tender denga‘n mengikutsertakan

ekurang-kurangnya 5 (lima) peserta./pemmat.

Viitra Bgangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah ana

rang telzh ditetapkan, selama jangka.waktu pengoperasian

1arus memenihi kewajiban sebagai ’t?enkut :

. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah
setiap tahun, yang besarannya ditetapkan b.erdasarkan
hasil perhitungan tim yang dibentuk cleh Bupati;

. tidak menjaminkan, menggadaikan atau
memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna;

. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Rangun Serah
Guna. : . .

Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik

Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
kok dan fungsi pemerintahan daerah. .

g:mgun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan

berdasarkan  surat perjanjian yang sekurang-kurangnya

ik ak terikat dalam perjanjian;

a. pihak-pihak yang .

b. 1c:')bj ek gangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;.

c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah/

Guna; . .
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
e s di p perlu
. persyaratan lain yang dianggaf ..
?zh}: Mindirikan Bangunan hasi! Bangun Guna Serah. dan
Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah

Daerah.
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(7) Biaya kegiatan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian
perencanaan dan penyusunan perjanjian davat dibebankan
kepada APBD.

(8) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerzh (APBD).

Pasal 35
(1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus
menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada
akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit
oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
{2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek
Bangun Serah Guna kepada Bupat segera setelah
selesainya pembangunan;

- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang
Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam surat perjanjian;

¢. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek
Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawasan fungsional pemerintah sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

‘BAB VIT :
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Pertama
Pengamanan
Pasal 36

(1) Pengelola Barang dan atau Pembantu Pengelola Barang,

Pengguna Barag dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib

melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya.
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Pengamenan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan,
penginventarisasian dan pelaporan Barang Milik daerah
serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib
dilakukan oleh pengelola barang dan/atau pembantu
pengelola;

b. pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah
terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan juiniah
barang dan hilangnya barang, sedangkan pengamanan
fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan
dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas
tanah, palang, dan untuk barang selain tanah dan bangunan
antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan
pemeliharaan;

c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan
melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 37
) Barang Milik Daerah berupa tansh harus disertifikatkan atas
nama Pemerintah Daerah,
) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah,

Pasal 38 ‘ .
) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpat
dengan tertib dan aman.
"y Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang dan atau Pembantu
Pengelola.
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Pasal 39
Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai

kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
a. Barang Milik Daerah baik yang berada pada Instansi
Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerirtahan.

Pasal 41
Barang Milik Daerak yang digunakan untuk melayani
kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan
dan atau dipindahtangankan,

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 42

(1) Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah
penguasaannya. : R | 7

(2) Pemelibaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
(DKPB).

(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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Pasal 43

1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat
daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam
kewenangannya dan melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang tersebut kepada Pengelola Batang secara berkala,

2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun dafiar
hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu)
tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi
mergenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 44
cepala Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah wajib
ielakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Milik Daerah
ang dilakukan oleh SKPD.

. - Pasal 45
eleksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
imaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala SKPD
erdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan
erja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 46

1) Barang bersgjarah baik berupa bangunan dan atau barang
lainmya yang merupakan peninggalan budaya yang ‘dimiliki
oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atai masyarakat
wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah. '

2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3) Biaya pemelibaraan barang bersejarah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau
sumber lain yang sgh.
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Pasal 47

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 48
Penilaian Barang Milik Dacrah dilakukan dalam rangka

penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah,

Pasal 49
Perietapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan
neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan {(SAP).

Pasal 50

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh Tim Internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan
dapat melibatkan Penilai Independen bersertifikat dibidang
penilaian aset yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan
estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum, serta
nilai buku barang milik Daerah.

(3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 51 ‘

Setiap Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan 'tldak dapat
lipergunakan lagi/hilang/mati, tidak  sesual dengan
nerkembangan  tekmolog, berlebih, membahaya‘kar}
keselamatan, keamanan dan lingkungam3 terkena p_lan01og1
kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar
inventaris. 7 _

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana pada
ayat (1) meliputi : ‘ |

a:.Y pén?.ghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa

Pergguna, - N

b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat Q) huruf a
dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada
dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang. _ ) harat b

usan sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) hural

gflﬁlgcuhai(zn dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralib
kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab

fain.

Pasal 52 pasal 51 avat (2)
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pas aya
hﬁr&?ip ditetapkan setelah mendapat persetijuan Peggelola
Barang atas usul Pengguna Barang,

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2):'

huref b ditetapkan dengan keputusan penghapusan dari
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 53 e it
apusan Barang Milik Daerah dengan tin anju
)gzgg:;nihan dilakukan apabila Barang Milik Daerah

32

dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatikan,
dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan keputusan dari
Pengelola Barang atas nama Bupati.

(3) Pelaksanaan  pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan
kepada Bupati.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

" Pasal 54
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagai tindak

lanjut atas penghapusan Barang Milik Daersh dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetajuan
DPRD;

b. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan
atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD

yaitu :
— Sudah  tidak sesuai  dengan tata ruang
wilayah/penataan kota;

— Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah  diSediakan dalam  dokumen
penganggaran;

— Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

— Diperuntukkan bagi kepentingan umum yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

— Dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan

' vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
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yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis.

¢. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan
atau  bangunan  yang  bernilai  lebih  dari
Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miiyar Rupiah) ditetepkan
dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan
DPRD,

d. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan
atau  bangunan yang  Dbernilai sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah} dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

) Barang Milik Daerah yang dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

a. Penjualan/Pelelangan;

b. Ruilslag/Tukar Menukar;

c. Hibzah;

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

) Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada

Kas Daerah.

| Tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Pertama
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 55 : _
) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraafi
Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari kendaraan Dinas operasional jabatan dan
kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

34

Pasal 56

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat
Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1
(satu} buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa
jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali memiliki
tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3) Peajualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas dinas di Daerah, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 57

(1) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang berumur 5 tahun
atau lebih karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi
keperluan dinas dapat dijual/dihapus kepada Pegawai Negeri
vang memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD.

(2) Pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan
pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau
pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua serta Wakil
Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima)
tahun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1): -

(3) Kesempatan unttk membeli kendaraan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki
tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 58

Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan vyang telah
berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih karena rusak atau tidak
efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual/dihapus.
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Pasal 59

Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan
pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan melalui pelelangan
lerbatas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dengan melalui pelelangan
umum atau pelelangan terbatas.

Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas
Daerah.

Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli
Kendaraan dimaksud dilunasi.

Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.

Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional
dilaksanakan sekaligus.

Pasal 60
Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/
kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional
khusus/lapangan selama belum dilunasi, Kendaraan tersebut
masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh
dipindahtangankan.
Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan - masih

dipergunskan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dart’

pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuzi dengan wakta
yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli
kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap
milik Pemerintah Daerah.
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BagianKedua
Penjualan Rumah Dinas

Pasal 61
Bupati -Gowa menetapkan penggunaan rumah milik Daerah
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah neger;,

Pasal 62
Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan
rumsh dinas sesuai peratwran perundang-undangan dan
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijual-beiikan adalah :

a. Rumah Daerah Golongan II yang telab diubay
golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III;

b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 19
(sepuluh) tzhun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan
kepada Pegawai.

(2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimang
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahy,
1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atay
lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumgah
dengan cara apapun dari Pemetintah Daerah atau Pemerintah
Pusat.

(3) Pegawai yang dapat ‘membeli rumah adalah penghuni
pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan olep
Bupati.

(4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.

(5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak
dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak
Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 64

farga Rumah Daerah Golongan IT beserta atau tidak beserta
mahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran
an penilaian yang dilakukan oleh Panitia penaksir dan
anitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
elaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan IiI
itetapkan dengan Keputusan Bupati. ‘

Pasal 65
elunasan harga penjualan rumah dilaksanakan paling lambat
0 {sepuluh) tahun.
lasii peniuvalan rumah Daerah Golongan TII milik Daerah
isetorkan ke Kas Daerah.
elepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar
wentaris Barang Milik Daerah gitetapkan dengan Keputusan
upati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau
angunannya dilunasi.
ata cara penjualan Rumah Dinas Golongan III sebagaimana
imaksud dalam pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
| Pasal 66

ukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
ertimbangan :
. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan

pemerintahan;
. untuk optimalisasi barang milik daerak; dan
. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).
ukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan
ihak @ _
. pemerintah pusat;
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b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya;
c. swasta.

Pasal 67

(1) Tukar inenukar barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh
kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang
tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

¢. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan
batas kewenangannya.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.

Pasal 68 ‘

(1) Tukar menukar barang milik daerah. sebagalmana dnnaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

b, tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati meneliti dan
mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar
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tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis;

. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaka,
Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan
menetapkan tanah dan/atau  bangunan yang akan
diperiukarkan;

. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
melalui proses persetgjuan dengan berpedoman pada
ketentuan pada Pasal 66 ayat (1);

. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Bupati;
pelaksanaan seran terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah
terima barang.

‘ukar menukar barang milik daereh sebagaimana dimaksud

alam Fasal 67 ayat (1) hwruf c¢ dilaksanakan dengan

stentuan sebagai berikut

. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola
barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/
pertimbangan tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,

pengelola barang dapat mempertimbang-kan untuk

menyetujui sesuai batas kewenangannya;

pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan

berpedoman pada persetujuan pengelola barang; A

. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah
terima barang. :
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Bagian Keempat
Hibah
Pasal 69
(1) Hibeh Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan
untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. .
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat-syarai sebagai berikut :
a. bukan merupakan barang rahasia negara; .
b. bukan merupakan barang yeng menguasai hajat hidup
orang banyak;
c. tidak digunakan lagi dalam menyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 70

(1) Hibah barang milik daerah dapat berupa : :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada
Bupati; o

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannnya
direncanakan untuk dihibahkan sestai yang tercantum
dalam dokumen penganggaran;

¢. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik daérah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas
kewenangannya. ‘ S T

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.
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Pasal 71

bah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
isal 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan
tentuan sebagai berikut :

pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati disertai dengan
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan
dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan
untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan;

proses  persetujuan  hibah  dilaksanakan  dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan
huruf ¢;

pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman
pada persetujuan Bupati; _ .

pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
ibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
isal 70 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan
bagai berikut :

pengguna barang mengajukan usul kepada pengelola
barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalani’
Pasal 69;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenangannya;

pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman
pada persetujuan pengelola barang;

pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
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Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 72
(1) Penyertaan modai pemerintah daerafr'x atas barang milik
daerah dilakukan dalam rangka pendman,_ ?engembangan,
dan peningkatan kinesja badan ussha milik daergh atau
badan hukum lainnya yang dimiliki daerah; . .
(2) Penyertaan modal pemerintah daerah seba.galmana dnnaksuc?
pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagat
berikut: . '
a. barang milik daerah yang deri awal penga@aannya sesuai
dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan’us;a%]:f}
milik daerah atau badan hukum lainnya yang Vdnmlﬂu
daerah dalam rangka penugasan pemerinta.th da:erah; atau

b. barang milik daerah lebih optimal apabila dﬂ'ielola oleh
badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang a<an

dibentuk. |
Pasal 73 N
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah dapat berupa: .
a. tanah chlan/atau bangupan yang telah diserahkan kepada

Bupati;

b. tangh dan/atan bangunan yang dari awal pengadaafmya
direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah
daerah sesual yang tercantum dalam ° dokumen

enganggaran;

c. garfng i%ilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

(2) Penetapan barang milik -daerah berupa tanah dan{atau
bangunan yang akan disertakan sebagal moda} pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati
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Penyertaan modal Pemerintah D

. : aerah atas b ili
ﬁﬁﬁ f}?})aigmﬁ]ina dimaksud pada ayat (1) I?Iuarﬁtg amcliialil(

ilaksanakan oleh
gersetuj - pengelola barang setelah mendapat
enyeriaan modal Pemerintah Daerah a

' et tas baran il

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fm:}l hlé

dilaksanakan oleh
. pengguna b
persetijuan pengelola barang. arang seteleh mendapat

Pasal 74

Penyertaan modal Pemerintah
L Pe Daerah atas baran ili
jiladeargli; s(;aillz-aga.lmana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (%} }Ixnulﬁlikf
) ; aksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
. penge 'o_la barang mengajukan usul penyertaan modal
gf:gzzntzh atas tafaah dan/atau bangunan kepada Bupati
en i ar
e gan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan
). Bupati meneliti dan mengkaji bas
1 d ji berdasarkan perti
danbs.irarat sebagaimana dimaksud dalam Pasge7;nbmgan
.. apabila memenuhi syarat sesuai ,
: peraturan yan
dBalEatz dapat ger_npertimbangkan unmky mgenl::ziaalfat
an/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan
disertakan sebagai modal pemerintah;
- proses persetujuan  penyertaan ,modal i
‘ U em
dilaksanakan dengan berpedoman pada kﬁ:\tezftuanarlljlatsail1
54 ayat (1) huruf a dan huruf ¢;
. pengelola barang melaksanakan p | ]
' ! penyertaan  modal
pemerintah daerah d ; i
D et h dengan berpedoman pada persetujuan
pengelola barang menyiapkan Ran
T ‘ cangan Peratur
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah I;laerg
dengan melibatkan instansi terkait;
. pengelola barang menyémpaikaz; Ran
Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; Fangen Peraturan
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h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada
badan usaha milik dacrah atau badan hukum lainnya milik
daerah yang dituangkan dalam berita acara serzh terima
barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah sebagaimans dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf
¢ dilaksanskan dengan ketentuan sebagai berikut
a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola

barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasatkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksod dalam

" Pasal 72; ' - | :

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
pengelola barang dapat memepertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenanganannya,

d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan melibatkan instensi terkait;

e. pengelola barang menyampaiken Rapcangan Peraturan
Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; .

f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada
badan usaha milik daerah atau badan bukum lainnya milik
daerah yang dituangkan datam berita acara serah terima
barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Bagian Keenam
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 75
Pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a tata cara administrasi
pelepasan haknya diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XI
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 76
engguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan
endafiaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam
laftar Barang Pengguna (DBP) Daftar Barang Kuasa
engguna (DBKP) menurut penggolongan dan Kodefikasi
arang.
engelola barang dan/atau  Pejabat yang ditinjuk
ienghimpun pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanan
w/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah
ienurut penggolongan barang dan Kodefikasi Barang.
anggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
‘bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
:suai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 77
mgguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik
aerah sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (lima) tahun
ensus Barang Milik Daerah). :
tkecualikan dari ketentuan ayat (1), Barang Milik Daerah

ng berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, .,

'ngguna Barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
ngguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
ngelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
lesainya inventarisasi.

ngelola barang atas hasil laporan inventarisasi pengguna
rang melakukan atau menindaklanjuti dengan melakukan
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evaluasi atas kebenaran laporan yang dilakukan pengguna
. barang
(5) Pengelola barang milik Daerah dan /atau pembantu pengelola
setiap lima tahun melakukan sensus barang.

: Pasal 78
Hasil inverntarisasi barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah
Daerah dihimpun oleh Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga -
Pelaporan
: Pasal 79 |
(1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang
semesteran dan tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang,
(3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 80

(1) Pembinaan terhadap tertib peleksanaan Pengelolaan ‘Barang
Milik Daerah dilakukan sesuai dengar ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini
dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah/Barang Milik Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang Milik Duaersl)
dilakukan cleh Bupati.

(4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat penguwi
fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangai,

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

(1) Dalam pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Milik Daocrals,
disediakan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang
dibebankan pada APBD

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengakibuatkan
pendapatan dan penerimaan daerah diberikan tunjangan
tambahan penghasilan PNS kepada aparat Pengelola Barang
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah kepadn
penyimpan barang, pengurus. barang, dan kepala gudang
dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan tambahan
penghasilan PNS yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB X1V
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 82
1) Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajibannyu .
dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan
tuntutan perbendaharaan;
2) Pengurus barang yang lalai/mengakibatkan kerugian daeral
dikenakan tuntutan ganti rugj.
3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang
Penyimpan barang atau Bendaharawan Barang lalai membuat
perhitungan, yang telah dberikan teguran 3 (tiga) kali
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furut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan
idaharaan biasa. _ o
%?FBendaharawan barang meninggal, melanlfan diri
ada dibawah pengampuan, lalai membuat perhitungan
m1 diberikan teguran 3 (tiga) kali os:'-rturut-wr‘ut dalam
wlan belum menyampaikan perhitungan dikenakan
{ ti Rugi Barang Milik Daerah. . ‘
zﬁﬁ ngle;bendahaaan dan Tuntutan Ganti Rugi
ﬁéﬁakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV
4 grNGKETA BARANG MILIK PAERAH

Pasal 83 i Daced
E e ternadap Barang Milik Das yang
?1618(21;? dilakukan. = terlebih dahulu f;lenga.n cara
ﬁ?ﬁ%vaxah atau mufakat oleh Sa.tuax} Kerja/Unit Keria
igéi*éngkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. da ayat (1)
(4 Ajfﬁbila penyelesaian sebagaimana dm}aksud pada a}'ab o
I? iiéiak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum bai

e T upun secara perdata. .

o g?;f;apldinazg : gmbul dalam penyelesaian sengketa
" dinlokasikan dalam AP BI?-

BABXVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 84 o
8 ; tidak melaksanakan
14 tiga afau masyarakat yang
Euﬁ;ibfni;i dan atau melanggar ketentuan dalam Pg;i/mzan
ii@él&:\h inj dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, dan/atau

defida atau ganti rugl.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85
I-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
:ng;nax pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
pati.

Pasal 86
‘aturan Dagrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap oreng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

igan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
wa.

itetapkan di Sungguminasa,
i temgal € Mol 2911

o

ndangkan di Sungguminasa
atanggal 6 Hel 2011

* g
(EANARIFARRAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011 NOMOR @7
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMUM.

Barang milik Daerak sebagai salah satu unsur penting
dalam rangka penyelenggaraan pemetintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan
benar, secara efisien dan efektif sehingga tidak menimbulkan
pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan, yang
pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah
yang memenuhi akuntabilitas.

Untuk terlaksananya tertib -administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan
persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari
unsur-unsur terkait dalam pengelolaan barang milk daerah.

. Ketentuan pengelolaan barang milik daerah semula
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mili
Daerah, tetapi dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah yang mengalami perubahan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008, maka
ketentuan pengelolaan barang daerah diamanatkan untuk
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerabh. ’

Dalam Peraturan Daerah ini pengelolaan barang
daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebgai
berikut :
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. asas fungsioral, yaitu pengambilan keputusan den
pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan
barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang
Bupati sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab
masing-masing;

. asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik
daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan;
asas transparansi dan keterbukaan, yaitu penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap
hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

. asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah
diarahkan agar berar milik daerah digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan daiam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan secara optimal;

- asas akuntabilitas, yaitu setisp Lkegiatan pengelolaan
‘barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat;
asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai
barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah serta menyusun
Neraca Pemerintah.,

«dapun maksud dan tujuannya adalah untuk:
{aksud Pengelolaan barang milik daerah adalah:;
. mengamankan barang milik daerah;

. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam
pengelolaan barang milik daerah;

. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang
milik daerah;
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Tujuan Pengelolaan barang milik daerah adalah :

a. menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat;

d. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
e. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib,
efektif dan efisien.

PASAL DEMI FASAL

Pasal 1

Angkal : Cukup jelas
Angka?2 : Cukup jelas
Angka3 : Cukup jelas
Angka4 : Cukup jelas
Angka5 : Cukup jelas
Angka 6 : Cukup jelas
Angka7 : Cukup jelas
Angka 8 : Cukup jelas
Angka9 : Cukup jelas
Angka 10 : Cukup jelas
Angka 11 : Cukup jelas
Angka 12 : Cukup jelas -
Angka 13 : Cukup jelas . o
Angka 14 : Cukup jelas
Angka 15 : Cukup jelas
Angka 16 : Cukup jelas

Angka 17 : Rumah Daerah adalah rumah milik daerah yang
terdiri dari Rumah Daerah Golongan I yaitu yang
disediakan wuntuk ditempati oleh pemegang
jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat
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igka 18
igka 19

igka 20

igka 21 :
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

igka 22
1igka 23
igka 24

igka 25
: Cukup jelas

1igka 26

1gka 27 :
: Cukup jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

1gka 28
igka 29
1gka 30

1gka 31 :
: Cukup Jelas

1gka 32

dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah
Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh
dipindahtangankan dari suatu Dinas ke Dinas
yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati
oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan
(Rumah Instansi) dan Rumah Daerah Golongan
I yaitu rumah milik daerah lainnya yang
disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri,
dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan
golongan II. Rumah Daerah golongan 1II dapat
dijual/disewabelikan kepada pegawai.

: Cukup jelas
: Perencanaan kebutuhan adaleh berkaitan dengan

penyusunan kebutuhan Barang Milik Daerah dan
atau pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerabh (RKBD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(KKPED).

: Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas
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Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39

Angka 40

Pasal 2

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukuyp Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadasn; Penecrimaan,penyimpanan  dan
penyeluran;  penggunaan; penatausahaan;
pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian; penghapusan; pemindah tanganan;
pembinaan,pengawasan dan pengendalian;
pembiayaan; dan tuntufan ganti rigu; dan
dilaksanakan berdesarksn asas fungsional,
kepastian  hukum,  transparansi  dan
kerterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai.

2. Barang Pemerintah yang dimaksud adalah

Barang Pemerintah Pusat yang dikenal dengan

Barang Negara adalah barang yang dimiliki

dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibel; atas

beban APBN ‘dan pefolehan lain yang sah.

Sedangkan Barang Milik. Daersh yang

dimaksud meliputi :

a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD;dan

b) Barang yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah seperti barang yang
diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis; barang yang diperoleh  dari
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Pasal 3
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasal 4
Avyat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

velaksanaan  dari  perjanjian/kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan
ketentuan undang-undang;dan/atau barang
vang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan  yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang

Milik Daerah adalah Pejabat tertinggi
Pemerintah  Daerah  yang  mempunyai
kewenangan untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan = adanya  penerimaan  dan

‘pengeluaran Barang Milik Daersh dan sebagai

Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah
adalah pemegang kekuasaan tunggal yang
berwenang menguji, mengendalikan dan
bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan
pengelolaan Barang Milik Daerah.

: Cukup jelas
: Bupati dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh

Seksetaris Daerah sebagai koordinator pengelola
dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang
Milik Daerah, bertugas dan bertanggung jawab
atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi
antar pengguna.

: Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik

Daerah dalam pelaksanaannya dibantu oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dalam
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Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7}
Ayat (8)

Passl 5

Pasal 6
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 7
Avat (1)
Avat (2)

Ayat (3)

Pasal 8

' Pasal 9

menindaklanjuti wewenang dan tanggungjawab
sekreatris daerah

: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
: Pengurus barang bertugas mengurus barang

persediaan dan barang dalam pemakaian di
lingkungan Satuan Kerja/Unit Kerja,

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
. Standarisasi Barang Milik Daerah adalah

pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi
serta kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan Barang
Milik Daerah adalah pembakuan jenis,
spesifikasi dan kualitas Barang Milik Daerah
menurut  strata pegawai dan  orpanisasi.
Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan
barang sesuai jenis, spesifikesi dan kualitas
barang dalam satu periode tertentu.

: Cukup jelas

+ Cukup jelas

: Cukup jelas
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Pasal 10
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 11
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasal 15
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
+ Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari

Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk

Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah .

(SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam
kesepakatan penyelesaian kewajiban (perjanjian),
hal ini wajib diserahkan kepada Bupati,
Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari
Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam
bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah
Guna (BSG), Kerjasama Operasi (KSO).

: Cukup jelas
: Cukup jelas
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Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)

Pasal 16
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 17
Ayat(1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Paszl 18
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 19
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 20
Ayat (1)
Ayat (2)

: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

. Cukup Jelas

: Cukup jéias
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
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Pasal 21
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 22

Pasal 23
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 24

Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 25
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 26
Ayat (1)

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Penetapan Status yang dimaksud adalah Barang

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai

dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan
barang antar pengguna barang milik negara atau
antar pengguna barang milik daerah yang
merupakan bentuk  perubahan status
penggunaan;.

: Cukup jelas : '
: Cukup jelas ’

: Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan

Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga untuk
jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa
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Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Avyat (8)

Pasal 27

Pasal 28
Ayat (1)
Avat (2)
Ayat (3}

Pasal 29
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Ayat (4)

menyewa dengan menerima pembayaran uang
sewa baik sekaligus atau secara berkala.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
¢ Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jeias
: Cukaup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas

: Cukup jelas .
: Biaya persiapan yang tidak dibebankan pada

APBD yaitu biaya penyusunan MoU/perjanjian.
Sedangkan untuk ~biaya -pengumuman di- surat
kabar, biaya pengkajian, biaya tim penilai/
konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan
pada APBD.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
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Pasal 36
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 31

Pasal 32
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Ayat (8)

Pasal 33
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasal 34
Ayat (1)
Ayat (2)

. Cuakup jelas
¢ Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

'
]

: Cukup jelas
: Upaya hukum adalah upaya hukum dari

pemerintah Daerah terhadap pengamanan Barang
Milik Daerah yang dilakukan dengan langkah-
langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi
kKlaim  atan gugatan  atay penyerobotan,
penghunian liar atau tindakan melawan hukum
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R

Pasal 35
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 36
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 37

Pasal 38
Pasal 39

Pasal 40
Ayat (1)
Ayat (2)

lainnya  terhadap ke;{emilik.ampenguagaan
Barang Milik Daerah oleh pihak lain.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Pengamanan BMD yang dimaksud adalah

anan yang meliputi Pengamanan
l‘fdn;xgu?nn;strasi d);n Fisik dan _untuk  tanah
pengamanan meiiputi Pensertifikatan serta
melakukan pengasuransian terhadap BMD yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan
oleh Pengelola dan/atau Pembantu pengelola.

5 Cukup jelas

: Pengasuransian ~ Barang  Milik  Daerah
disesuaikan dengan keperluan' dan kemampuan
keuangan Daerah. Barang Mﬂﬁ_c.Daerah yang
diasuransikan: adalah barang‘ rmlfk P‘emermtah
Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap
kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-
nya diharapkan akai berlahgsung lama.

: Cukup jelas
+ Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
Cukup ] .



Ayat (3)

Pasal 41
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 42
Pasal 43

Pasal 44
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 45

Pasal 46

: Cukup jelas

: Cukup jclas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sebagai milik daerah, wajib
dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan
barang bersejarah yang dimiliki oieh Pemerintan
Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara
seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi

partisipasi masyarakat untuk memelihara barang
bersejarah.

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah

adalah bantuan dari Pemerintah - Pusat,
kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang
tidak mengikat.

: Cukup jelas

: Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang

penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat
atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap
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Pasal 47

Pasal 48
Ayat (1)

Avat (2)
Ayat (3)

Barang Milik Daerah sesual Standar Penilaian
yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten..
Penilai Internal adalah penilai pegawai negeri
sipil dilingkungan Pemerintah yang diangkat oleh
kuasa  Menteri  keuangan  yang  diberi
tugas,wewenang, dan tanggungjawab untuk
melakukan penilaian secara independen.

Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai
internal yang mempunyai izin praktek penilaian
dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang
diakui oleh Departemen Keuangan.

Barang  Milik  Daerah  adalah  barang
milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dinilai
adalah Barang Milik/Dikuasai yang mempunyai
nilai.

: Cukup jelas

: Pepilaian  Independent  adalah  lembaga

independent  eksternal  professional  yang
berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga
ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkax}
oleh lembaga yang berkompeten, seperti
Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi
Penilaian Indonesia (MAPPI), Gabungan
Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI), i
Penilai internal adalah pegawai Pemerintah
Daerah yang ditetapkan sebagai Tim Penilai
berkualifikasi yang ditetapkan dengan SK Bupati
Tim Internal terdiri dari Pejabat/Staf yang terkait
di bidang tugasnya.

. Cukup jelas
: Cukup jelas
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Pasal 49
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 59
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 51
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pacal 52
Ayat (1)

: Yang dimeksud dapat dihapus dari daftar
inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti
depresiasi) yang sesuai dengan kaidah/standar
akuntansi barang yang berlaku.

1 Cukup jelas

» Cukup jelas

: Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara
lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup Jelas
:Huruf b

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
artinya pada lokasi tangh dan/atau bangunan
milik daerah dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah,
misalnya  dari  peruntukan  wilayah
perkantoran menjadi wilayah perdagangan,
Tidak sesuai dengan pentaan kota artinya
atas tansh dan/atau bangunan milik daerah
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dimaksud perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanh dan/atau
bangunan tersebut.

Yang harus dipapuskan adalah bangunan
yang berdiri diatas tanah tersebut untuk
dirobohkan yang selanjutnya didirikan
bangunan baru diatas tanah yang sama
(rekontruksi) sesuai dengan alokasi anggaran
yang telah disediakan dokumen
penganggaran -

Yang dimaksud diperuntukan bagi pegawai
negeri adalah tanah dan/atau banguvan yang
merupakan kategori rumah negera golongan
I, tanah yang merupakan tanah kavling
yang menurut perencanaan awal
pengadaannya uniuk pembangunan
perumahan pegawai negeri.

Yang dimaksud deagsn kepentingan umum
adalah  kegiatan  yang  menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat
luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau
kepentingan pembangunan.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk
kepentingan umum adalah :

Jaian umum, jalan tol, rel kereta api, saluran
ir bersih dan/atau pembuangan

air;.

Waduk, bendungan dan bangunan pengalran

lainnya termasuk saluran itigasi;

Rumah sakit umum dan pusat-pusat
kesehatan masyarakat;

Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun
kereta api atau terminal;

67



Ayat (2)
Ayat (3)

- Peribadatan;

- Pendidikan dan sekolah;

- Pasar umum;

- Fasilitas pemakaman umum;

- Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul

penanggulangan bahaya banjir, lahar dan
lain-lain bencana;

- Pos can telekomunikasi;

- Sarana olah raga;

- Stasiun penyiaran radio, televisi beserta
sarana  pendukungnya untuk lembaga
penyiaran publik;

- Kantor pemerintsh, pemerintah daerah,
perwakilan negara asing, perserikatan
bangsa-bangsa, lembaga intersaional dibawah
naungan perserikatan bangsa-bangsa;

- Fasilitas Tentara Nasional Indonesia seuai
dengan tugas Pokok dan fungsinya;

- Rumah susun sederhana;

- Tempat pembuangan sampah;

- Cagar alam dan cagar budaya;

- Pertamanan;

- Panti sosial;

- Pembangkit, '

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai

pelaksanaan  perundang-undangan  karena

adanya keputusan pengadilan atau penyitaan,
dapat dipindahfangankan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD

. Cukup jelas
: Cukup jelas
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Ayat (4)

Pasal 53
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 54
Ayat (1)
Avat (2)
Ayat (3)

Pasal 55
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 56

Pasal 57
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

1 Cukup jelas

: Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas
adalah kendaraan yang dipergunakan oleh
Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati). Dan
Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan
yang dipergunakan oleh Pgjabat Daerah dan
kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas -

: Pengertian dépat dijual, bukan diartikan harus
bisa tetapi- bisa ya atau tidak tergantung pada

kesediaan kendaraan penggenti schingga tidak
mengganggu kelancaran tugas.

. Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

69



Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat {6)

Pasal 58
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 59

Pasal 60
Pasal 61

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)

Pasal 62
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 63
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

: Cukup jelas
. Cukup jelas

: Jangka waktu pelunasan S (Jima) tahun terhitung

sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati,

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Bupati menetapkan penggolongan rumah dan

menetapkan peruntukan atas penempatan rumah
tersebut.

:+ Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
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Ayat (4)

Pasal 64
Ayat (1)

Ayat (2}

Pasal 65
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 66
Ayat (1}
Ayat (2)

Pasal 67
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 68
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

: Cukup jelas

: Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam

ayat ini ditempuh apabila Pemerintah tidak dapat
menyediakan  tanah  dan/atau  bangunan
pengganti.

: Yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ayat

ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk
badan hukum maupun perorangan.

. Cukup Jelas
: yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan

dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud
dalam pasal

: Cukup Jelas
¢ Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
. Cukup Jelas
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Ayat (4)

Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a :
Huruf b :
Huruf ¢

Huruf 4 :
Huruf e :
Huruf f

Ayat (2)

Pasal 70
Ayat (1)

Ayat (2)
Pasal 71

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 72
Ayat (1)
Ayat (2)

: Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

: barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan, tidak
memnierlukan adanya penetapan Bupati.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

Pasal 73

Pasal 74
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat 3)

Pasal 75
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 76

Pasal 77
Ayat (1)
Ayat (2)
Avyat (3)

Pasal 78
Ayat (1)
Ayat (2)

: Cukup Jelas

. Cukup Jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Buku Inventaris adalah berisi catatan data barang

inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh
Satuan Kerja/Unit Kerja, sedangkan Buku Induk
Inventaris adalah himpunan Buku Inventaris
Satuan Kerja/Unit Kerja yang disusun oleh
Satuan Pengelola Barang dan berlaku untuk masa
5 (lima) tahun. Daftar Rekapitulasi yaitu Daftar
Inventaris yang disusun oleh Pengelola Barang
Milik Daerah dengan mempergunakan bahan
berasal dari data Buku Induk Inventaris '

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup Jelas °

: Cukup Jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
. Cukup Jelas
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yat(3) : Cukup jelas
yat (4) : Cukup jelas

asal 79
yat (1) : Cukup jelas
yat(2) : Cukup jelas

yat(3) : Cukup jelas
asal 80

yat (1) : Cukup jelas
yat(2) : Cukup jelas
yat(3) : Cukupjelas
yat (4) : Cukup jelas
yat (5) : Cukup jelas

asal 81

yat (1) : Cukup jelas
vat (2) : Cukup jelas
yat{3) : Cukup jelas

asal 82
vat (1) : Cukup jelas
yat(2) : Cukup jelas

asal 83 : Cukup jelas
asal 84 : Cukup jelas
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